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PENETAPAN
Nomor 1012/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mig

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili
perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMINUDIN,
SH dan WALID MAHDI, SH, Advokat, beralamat di Perum
Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten
Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022
yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada
tanggal 07 Februari 2022 dengan Nomor
505/Kuasa/2/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor 1012/Pdt.G/2022/PA.Kab.MIlg mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan secara sah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari
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Senin tanggal 16 Juni 2014 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada
kantor urusan agama Kecamatan Wajak dengan Akta Nikah nomor :
0526/20/V1/2014. BUKU NIKAH SUAMI dan ISTRI tanggal 16 Juni 2014.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten
Malang selama 5 bulan.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun layaknya suami istri ( ba'da duhul ) sehingga dikaruniai
seorang anak bernama :
ANAK | UMUR 6 TAHUN
Anak tersebut di asuh oleh Penggugat.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
harmonis, namun sejak bulan November 2014 Penggugat dengan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah, sehingga tidak mampu
mencukupi kebutuhan rumah tangga
b. Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat,
bersikap keras kepala apabila dinasehati oleh Penggugat
C. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat
sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata yang sangat
menyakitkan hati Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan
November 2014 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan dan sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 7 tahun 2
bulan.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang
timbul akibat perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas | A memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
nyata hadir menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan
Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena
berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Februari 2022 Nomor
1012/Pdt.G/2022/PA.Kab.MIg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil
secara resmi dan tidak patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan
Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa kemudian kuasa hukum Penggugat memohon kepada Majelis
Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor
1012/Pdt.G/2022/PA.Kab.MIg tersebut karena Penggugat tidak mengetahui
alamat Tergugat senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan mohon
agar diperkenankan mancabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah
sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi
peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73,
dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;
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Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor
1012/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada
hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab
1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Sirwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.
Makmur, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota
tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dengan dibantu oleh Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H., sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Drs. Makmur, M.H. Drs. H. Ali Sirwan, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
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Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :
. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

. Biaya Proses . Rp. 75.000,-

PNBP Kuasa : Rp. 10.000,-
. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,-

. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 315.000,-
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

NoOUAWNE
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